
 
 

  
 PERATURAN  DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 
NOMOR    2    TAHUN 2012 

 

TENTANG  
 

PAJAK RESTORAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 

Menimbang  :   a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna 

mendukung pembangunan serta meningkatkan 

kesejahteraan rakyat; 

   b. bahwa Pajak restoran merupakan salah satu jenis 

pajak daerah yang tercantum dalam Undang –Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

retribusi Daerah yang pemungutannya harus 

berdasarkan Peraturan Daerah  

   c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel 

dan Restoran sudah tidak sesuai dengan situasi dan 

kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk 

dilakukan penyusunan kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu 

membentuk Peraturan Daerah  tentang Pajak 

Restoran.  

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan  sebagai Undang-undang ( Lembaran 

Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820 ) ; 

 



 

 

 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran 

Negara Republik indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209 ); 

3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kepariwisataan ( Lembaran Negara Tahun 

1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3699 ); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3261); 

5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara 

Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3684); 

6. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3686 ); 

7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Tahun 1997 Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3699); 

8. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3821); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4189); 

 



 

 

 

 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

14. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara 4737) sebagaimana telah diubah 

terakhir kali dengan Undang – undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4438);  

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049);   

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangam 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234 ); 

 

 



 

 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana    ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737): 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

lembaran Negara Nomor 5161);   

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak daerah yang dipungut berdasarkan 

penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan lembaran Negara Nomor 5179);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua  Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 Tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah ; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai 

Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah ; 

 

 



 

 

 

26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah  

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah. 

3. Bupati  adalah Bupati Hulu Sungai Tengah. 

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten     Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya dinas. 

5. Kepala Dinas adalah Kepla Dinas Pendapatan Daerah Kab. Hulu 

Sungai Tengah  

6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau tindakan apapun dalam 

bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk 

tujuan memperoleh keuntungan dan /atau laba. 

 

 


